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BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggafan
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 9) menjadi Undang-_Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

;. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahén
Lembaran Negara Republik Indonesia meor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir -



EE)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negaré
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara'
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelo.laan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor

08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);



()

ah

-

L}

4

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Dairi.
Bupati adalah Bupati Dairi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah

‘daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang -
dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Dairi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. 'Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja
daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

satu periode anggaran. h
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'13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
schingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atan akibat lainnya yang sah.

15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula sejumlah
Rp. 1.113.493.269.000,00 berkurang sejumlah Rp. 31.183.451.889,00 sehingga

menjadi Rp. 1.082.309.817.111,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. semula Rp. 1.098.793.269.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. (101.382.636.949,37)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 997.410.632.050,63

b. Belanja

1. semula Rp. 1.113.493.269.000,00 -

2. bertambah/(berkurang) Rp.  (31.183.451.889,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.082.309.817.111,00
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 84.899.185.060,37)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) semula Rp. 18.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang) Rp. 89.040.487.060,37
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 107.040.487.060,37

2. Pengeluaran

a) semula Rp. 3.300.000.000,00
b) bertambah/(berkurang) Rp. 18.841.302.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 22.141.302.000,00
Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan (1 - 2) Rp. 84.899.185.060,37

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. : 0,00

h



Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1. semula Rp. 75.647.999.000,00
) 2. bertambah/(berkurang) Rp. (9.803.668.661,37)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan Rp. 65.844.330.338,63
b. Dana Perimbangan
1. semula Rp. 749.041.585.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. (5.606.127.694,00)
Jumlah Dana Perimbangan
setelah perubahan Rp. 743.435.457.306,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula Rp. 274.103.685.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. (85.972.840.594,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah setelah perubahan Rp. 188.130.844.406,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan : '
a. Pajak Daerah

1. semula Rp. - 8.766.000.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 9.266.000.000,00 -
b. Retribusi Daerah

1. semula Rp. 45.717.493.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. (15.550.933.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 30.166.560.000,00

LY}

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 7.026.751.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.003.019.338.63
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.029.770.338,63

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. semula Rp. 14.137.755.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp.  2.244.245.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah _
yang sah setelah perubahan Rp. 16.382.000.000,00

A
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

24.500.000.000,00
(4.746.789.000,00)

1. semula Rp.

2. bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
setelah perubahan Rp.

b. Dana Alokasi Umum

19.753.211.000,00

. 623.702.235.000,00

(67.758.101.244,00)

1. semula Rp
2. bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah perubahan Rp

c. Dana Alokasi Khusus

1. semula Rp.
2. bertambah/(berkurang) Rp.

. 555.944.133.756,00

100.839.350.000,00
66.898.762.550,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah perubahan Rp.

167.738.112.550,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

1.250.000.000,00
- 16.478.442.000,00

a. Hibah
1. semula Rp.
2. bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Hibah setelah perubahan Rp.

b. Dana Darurat

17.728.442.000,00

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula Rp.

13.500.000.000,00
13.872.405.406,00

2. beftambah/ (berkurang) Rp. .

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

setelah perubahan Rp.

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1. semula Rp.

2. bertambah/(berkurang) ' (Rp.

27.372.405.406,00

120.383.237.000,00
120.383.237.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah perubahan Rp.

0,00

U
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' e_; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 4.059.549.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya

setelah Perubahan Rp. 4.059.549.000,00

f. Dana Alokasi Desa

1. semula Rp. 98.210.643.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Desa
setelah Perubahan Rp.  98.210.643.000,00
g. Dana Insentif Daerah
1. semula ‘ Rp. 40.759.805.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Insentif Daerah _
setelah Perubahan Rp. 40.759.805.000,00
Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung .
1. semula Rp. 690.506.983.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. (47.478.102.410,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan Rp. 643.028.880.590,00

b. Belanja Langsung

1. semula Rp. 422.986.286.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp.. 16.294.650.521,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 439.280.936.521,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai |
1. semula ' Rp. 548.620.983.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. (42.546.370.910,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 506.074.612.090,00
b. Belanja Bunga

1. semula Rp. 555.000.000,00 -
2. bertambah/(berkurang) Rp. (350.000.000,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan  Rp. 205.000.000,00
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.¢. Belanja Subsidi

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. ' 0,60

d. Belanja Hibah _
1. semula Rp.  2.340.000.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. _1.919.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 4.259.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp.  460.000.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. ~ (460.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial :
. setelah perubahan Rp. 0,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kab/Kota dan Pem. Desa setelah perubahan Rp. 0,00

*g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan B

Desa dah Partai Politik

1. semula Rp. 134.531.000.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp.{ 7.040.731.500,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/kab/Kota dan Pemerintahan Desa
setelah perubahan Rp. 127.490.268.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp. 4.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga |
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 18.494.674.500,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. (295.145.000,00)
Jumlah Belanja Pegawali setelah ‘
perubahan Rp. 18.199.529.500,00
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b Belanja Barang dan Jasa

1. semula
2. bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan

c. Belanja Modal
1. semula

2. bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 5

(1)- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

jenis pembiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan
1. semula
2. bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan
1. semula
2. bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 178.431.675.500,00

Rp.

Rp

Rp

750.968.760,00

. 179.182.644.260,00

. 226.059.936.000,00

Rp. 15.838.826.761,00

Rp. 241.898.762.761,00

Pasal 2 huruf ¢ terdiri dari -

Rp. 18.000.000.000,00
Rp. 89.040.487.060.37
Rp. 107.040.487.060,37
Rp.. 3.300.000.000,00
Rp. 18.841.302.000,00
Rp. 22.141.302.000,00 -

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
1. semula
2. bertambah/(berkurang)
Jumlah SILPA setelah perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1. semuld

2. bertambah/(berkurang)

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah perubahan

Rp.

18.000.000.000,00
Rp. 76.271.905.688,37
Rp. 94.271.905.688,37
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 10,00

10
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c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

L.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
- 2.

semula Rp. 0,00
bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
semula | Rp. 0,00
bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00
e.l Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
semula Rp. 0,00 I.
bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah
semula Rp. 0,00
bertambah / (berkurang) Rp. 12.768.581.372,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan Rp.

12.768.581.372,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1.
2.

semula Rp. 0,00
bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

L.
2.

semula Rp.

bertambah /(berkurang) Rp.

0,00

2.000.000.000,00

- 18.841.302.000,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp.

c. Pembayaran Pokok Utang

1.
2.

semula Rp.

bertambah/(berkurang) Rp.

©20.841.302.000,00

1.300.000.000,00
0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang
setelah perubahan Rp.

1.300.000.000,00

Ad
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d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. semula Rp. . 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 |
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp. - ' 0,00

L

Pasal 6

Urajan lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan da:rii
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : '

a. Lampiran I

b. Lampiran I

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. -Lampiran \Y%

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

: Ringkasan Perubahan APBD;

: Ringkasan * Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan . |

Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan -

Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan

Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program

dan Kegiatan;

: Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran

ini; dan

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai |

landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

1
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 bktober 20,

' PARAF

ISEKBA | /Y|,

KADIS | 4

SEKRETARIS T i

KABID J% _ %?;OHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal b or+ Ober 3-0lb

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

J

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dijkuti dengan Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan utamanya
aspek pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan terdapat
keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan
pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 dilakukan yang didahului
dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 yang kemudian dituangkan kedalam
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan dimaksud adalah perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan.
Penyesuaian asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2016. :

Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat pengurangan
pendapatan daerah. Perubahan asumsi pendapatan yang berasal dari pos Pendapatan
Asli Daerah dilakukan untuk menyesuaikan terhadap koreksi (pengurangan)
penerimaan retribusi pelayanan kesehatan BPJS, penambahan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan penambahan lain-lain pendapatan asli daerah .
yang sah dan adanya asumsi penambahan penerimaan pendapatan asli daecrah yang

sah serta adanya asumsi penambahan penerimaan dari pajak daerah.
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Perubahan terhadap Dana Perimbangan dilakukan untuk menyesuaikan terhadap
pengurangan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, pengurangan DAK Fisik,
penambahan dan pengurangan DAK Non Fisik serta penundaan penyaluran DAU dari
Pemerintah Pusat.

Perubahan terhadap pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan
untuk menyesuaikan terhadap Bantuan Keuangan dari Provinsi yang diterima setelah

APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan adanya penambahan
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

Pengurangan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD. Tahun Anggaran 2016
diharapkan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan ekonomi daerah,
beberapa langkah yang ditempuh adalah rasionalisasi Belanja Pegawai, Belanja
Bunga, Belanja Bantuan Sosial pada pos Belanja Tidak Langsung, pengurangan

Perjalanan Dinas Kepala Daerah, pengurangan pengadaan mobil dinas camat, serta
efisiensi kegiatan SKPD. .

Dalam fangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perubahan kebijakan anggaran

. belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi |

kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan melalui penyelenggaraan
urusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan juga -
untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang ada di daerah.

II. PASAL DEMI PAGAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
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